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SURAT KUASA 
 
 
 

Penggunaan surat kuasa saat ini sudah sangat umum di tengah 
masyarakat untuk berbagai keperluan. Awalnya konsep surat kuasa hanya 
dikenal dalam bidang hukum, dan digunakan untuk keperluan suatu kegiatan 
yang menimbulkan akibat hukum, akan tetapi saat ini surat kuasa bahkan 
sudah digunakan untuk berbagai keperluan sederhana dalam kehidupan 
masyarakat. Apa sebenarnya definisi surat kuasa ?  Ada banyak pihak 
mendefinisikan tentang surat kuasa : 

 
 Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga keluaran Balai Pustaka 

mendefinisikan surat kuasa sebagai “Surat yang berisi tentang 
pemberian kuasa kepada seseorang untuk mengurus sesuatu”.  

 gramatikal bahasa Inggris, definisi surat kuasa atau Power of Attorney 
adalah sebuah dokumen yang memberikan kewenangan kepada 
seseorang untuk bertindak atas nama seseorang lainnya (a document 
that authorizes an individual to act on behalf of someone else).  

 Rachmad Setiawan dalam bukunya berjudul “Hukum Perwakilan dan 
Kuasa” mengatakan pengaturan tentang surat kuasa di KUHPerdata 
sebenarnya mengatur soal latsgeving yang terjemahan harafiahnya 
‘pemberian beban perintah’.  

 
A. Definisi 
 
  Definisi tentang surat kuasa sampai saat ini masih menimbulkan 
perdebatan. Pada dasarnya tidak ada aturan hukum apapun yang 
memberikan definisi tentang surat kuasa, sehingga untuk lebih memahami 
perlu diketahui terlebih dahulu apa itu pemberian kuasa : 
 
PEMBERIAN KUASA 
 
Pasal 1792 BW menyatakan “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian 
dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, 
yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu 
urusan”.  
 
  Dalam prakteknya, banyak sarjana hukum yang menerjemahkan surat 
kuasa sebagai pemberian kuasa. Akan tetapi dalam perkembangan hukum di 
negeri Belanda melalui Nieuw BW, sebuah kitab revisi BW, telah diatur 
pengertian tentang kuasa (volmacht)  dan pemberian kuasa (lastgeving). 

Pada prinsipnya, volmacht berbeda dengan lastgeving. Kuasa 
(volmacht) merupakan tindakan hukum sepihak yang memberi wewenang 
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kepada penerima kuasa untuk mewakili pemberi kuasa dalam melakukan 
suatu tindakan hukum tertentu (Hoge Raad 24 Juni 1938 NJ 19939, 337). 
Tindakan hukum sepihak adalah tindakan hukum yang timbul sebagai akibat 
dari perbuatan satu pihak saja, misalnya pengakuan anak dan pembuatan 
wasiat. 

Lastgeving merupakan suatu persetujuan sepihak, di mana kewajiban 
untuk melaksanakan prestasi hanya terdapat pada satu pihak. Pasal 1792 
BW merupakan lastgeving dan pada dasarnya pemberian kuasa ini bersifat 
cuma-cuma (Pasal 1794 BW).   

Jadi, lastgeving merupakan perjanjian pembebanan perintah yang 
menimbulkan kewajiban bagi si penerima kuasa untuk melaksanakan kuasa, 
sedangkan volmacht merupakan kewenangan mewakili. Suatu pemberian 
kuasa (lastgeving) tidak selalu memberikan wewenang untuk mewakili 
pemberi kuasa. Dalam lastgeving dimungkinkan adanya wewenang mewakili 
(volmacht), akan tetapi tidak selalu volmacht merupakan bagian dari 
lastgeving. Apabila wewenang tersebut diberikan berdasarkan persetujuan 
pemberian kuasa, maka akan terjadi perwakilan yang bersumber dari 
persetujuan. 

Pada Negara common law/anglo saxon, pemberian kuasa (Power of 
Attorney) yang muncul juga merupakan perbuatan sepihak. Cirinya adalah 
penerima menyebut suatu nama pemberi kuasa pada waktu melakukan 
tindakan hukum yang disebut perwakilan langsung. Namun diakui juga 
adanya perwakilan tidak langsung yakni apabila penerima kuasa bertindak 
untuk dirinya sendiri seperti makelar.  

Pada umumnya kuasa diberikan secara sepihak, dan hanya 
menimbulkan wewenang bagi penerima kuasa (substitutor), tapi tidak 
menimbulkan kewajiban bagi penerima kuasa untuk melaksanakan kuasa itu 
sehingga tidak memerlukan tindakan penerimaan dari penerima surat kuasa, 
akan tetapi hal ini masih menjadi perdebatan. Hal ini dapat dilihat dari 
banyaknya kejadian seputar surat kuasa yang menimpa advokat-advokat di 
pengadilan. Bahkan sebagian hakim masih menjalankan ‘rutinitas’ 
memeriksa kelengkapan surat kuasa yang digunakan Advokat ketika 
bersidang, khususnya tentang kewajiban para pihak menandatangani surat 
kuasa untuk menyatakan sahnya surat kuasa tersebut. 

Trimoelja D. Soerjadi berpendapat bahwa tindakan hakim itu 
merupakan tindakan salah kaprah, karena menurutnya tidak ada ketentuan 
yang mensyaratkan penerima kuasa untuk menandatangani surat kuasa1. 
Kewajiban ini muncul pada tahun 80-an dan sebelumnya tidak pernah ada 
penerima kuasa harus tanda tangan. Beliau memperkuat argumennya 
dengan mendasarkan pada Pasal 1793 KUH Perdata yang menyatakan 
bahwa penerimaan kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan 
disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa. Akan tetapi sampai 

                                                 
1 www.hukumonline.com tanggal 9 Mei 2008. 
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saat ini, untuk kepentingan di pengadilan, pemberian kuasa harus dibuktikan 
dengan adanya tindakan pemberian dan penerimaan dari si pemberi maupun 
penerima kuasa berupa tanda tangan. Hal ini didasarkan pada pemahaman 
bahwa pemberian kuasa merupakan suatu bentuk perikatan hukum yang 
lahir karena kesepakatan kedua belah pihak yang menimbulkan hak dan 
kewajiban pada masing-masing pihak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 
1792 BW, dan bukti lahirnya kesepakatan dalam perikatan hukum tertulis 
adalah kedua belah pihak harus menandatanganinya.  

Pemberian kuasa (lastgeving) yang terdapat dalam Pasal 1792 BW itu 
mengandung unsur : 
• persetujuan; 
• memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan; dan 
• atas nama pemberi kuasa 
 
ad.  
• Unsur persetujuan ini harus memenuhi syarat-syarat persetujuan 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 BW : 
 sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
 kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
 suatu hal tertentu; dan 
 suatu sebab yang halal.  

• Unsur memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan 
adalah sesuai dengan yang telah disetujui oleh para pihak, baik yang 
dirumuskan secara umum maupun dinyatakan dengan kata-kata yang 
tegas. 

• Unsur atas nama pemberi kuasa berari bahwa penerima kuasa diberi 
wewenang untuk mewakili pemberi kuasa. Akibatnya tindakan hukum yang 
dilakukan oleh penerima kuasa merupakan tindakan hukum dari pemberi 
kuasa. 

 
Bentuk-bentuk kuasa bisa diberikan dan diterima dalam suatu akta 

umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat 
ataupun dengan lisan (Pasal 1793 ayat 1 KUHPerdata), dan sejumlah 
ketentuan Undang-Undang mewajibkan surat kuasa terikat pada bentuk 
tertentu, antara lain Pasal 1171 KUHPerdata yang menyatakan kuasa untuk 
memberikan hipotik harus dibuat dengan suatu akta otentik, kuasa Pasal 85 
ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang 
menyatakan bahwa kuasa yang mewakili pemegang saham ketika 
menghadiri RUPS harus didasarkan pada surat, Pasal 1683 KUHPerdata 
menyatakan si penerima hibah dapat memberi kuasa kepada seseorang lain 
dengan suatu akta otentik untuk menerima penghibahan-penghibahan. 
Sehingga pada dasarnya, memberikan kuasa dapat dilakukan baik secara 
tertulis maupun secara lisan.  
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Pemberian kuasa secara tertulis pada umumnya merupakan syarat 
formal yang harus dipenuhi, akan tetapi dalam hal tertentu pemberian kuasa 
secara lisan dibenarkan.  Contoh pemberian kuasa lisan dapat dilihat pada 
tingkat pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan. Di hadapan sidang 
(setelah hakim ketua membuka sidang) terdakwa menyampaikan 
maksudnya dengan menunjuk seorang atau beberapa penasihat hukum yang 
sudah hadir dalam sidang. Kemudian ketua majelis menanyakan kepada 
penasihat hukum tentang kebenaran pernyataan terdakwa. Jika benar, para 
penasihat hukum baru dapat mengambil tempat di kursi yang telah 
disediakan, dan terdakwa boleh diminta sekali lagi untuk mengucapkan 
pemberian kuasa kepada penasihat hukum secara tegas dengan dibimbing 
oleh ketua majelis. Pemberian kuasa lisan wajib dicatat oleh panitera sidang 
dalam berita acara persidangan.  

Pemberian kuasa lisan bisa juga terjadi dalam keadaan mendesak, dan 
selanjutnya surat kuasa akan dibuat dan diajukan pada sidang berikutnya. 
Jika hal itu terjadi, maka kuasa lisan tidak dapat dianggap berlaku hanya 
pada sidang yang lalu saja, kecuali apabila memang secara tegas pemberian 
kuasa lisan itu diucapkan hanya untuk kepentingan pada sidang hari itu. Jika 
hal itu tidak dilakukan, maka kuasa lisan itu harus dianggap telah berlaku 
untuk sidang hari itu dan sidang-sidang berikutnya, walaupun kemudian 
diberikan juga kuasa dengan surat. 

 
SURAT KUASA 
 

Pemberian kuasa secara tertulis ini yang disebut sebagai surat kuasa. 
Surat kuasa digunakan dalam lapangan hukum perdata, hukum pidana, 
maupun hukum administratif.  

Pemberian surat kuasa dapat dilakukan secara khusus atau secara 
umum, Secara khusus berarti kuasa yang diberikan hanya mengenai satu 
kepentingan tertentu atau lebih, sedangkan secara umum meliputi segala 
kepentingan si pemberi kuasa.  

Dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam 
surat kuasa, ada kalanya penerima kuasa berhalangan karena sesuatu sebab 
yang mendesak. Dalam surat kuasa dikenal juga adanya hak substitusi, 
yakni hak untuk mengalihkan sebagian maupun seluruhnya kuasa yang 
diberikan kepada si penerima kuasa kepada pihak ketiga. Surat kuasa 
substitusi dapat diterbitkan apabila dalam surat kuasa semula diberikan 
klausula tentang hal itu. 

Pengalihan hak dari penerima kuasa semula pada pihak ketiga dapat 
dilakukan untuk seluruhnya atau sebagian saja, bergantung pada bunyi 
klausula pada surat kuasa tersebut. Jika isi klausula memberikan sebagian 
saja, maka harus ditegaskan dalam surat kuasa semula. Demikian juga 
apabila kewenangan itu dapat dilimpahkan seluruhnya, maka harus 
disebutkan pula dalam surat kuasa. Apabila telah terdapat pengalihan kuasa 
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substitusi seluruhnya, maka si pemberi kuasa substitusi tidak dapat 
menggunakan kembali kuasanya, kecuali pengalihan kuasa tersebut hanya 
sebagian. 
 Pada umumnya pemberian kuasa di pengadilan adalah secara khusus 
yang dipersyaratkan harus dalam bentuk tertulis. Surat kuasa khusus ini 
diberikan kepada Advokat untuk mewakili (dalam perkara perdata) atau 
mendampingi (dalam perkara pidana) pihak yang memberikan kuasa 
kepadanya dalam suatu perkara baik di dalam maupun di luar pengadilan. 
Surat kuasa khusus ini yang akan digunakan sebagai alat bukti di muka 
pengadilan, harus dibubuhi materai untuk memenuhi ketentuan UU No. 13 
Tahun 1985 tentang Bea Materai dan PP No. 24 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Bea Tarif Materai dan Besarnya Batas Pengenaan tentang 
Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Selain itu surat kuasa khusus ini harus 
memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 6 Tahun 
1994 tentang Surat Kuasa Khusus, yang menyatakan : 
 
1. Surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-Undang harus 

dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan 
untuk keperluan tertentu, misalnya : 
a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai 

Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris 
atau hutang piutang tertentu dan sebagainya. 

b. dalam perkara pidana harus dengan jelas dan lengkap menyebut 
pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa. 

 
2. Apabila dalam surat kuasa khusus disebutkan bahwa kuasa tersebut 

mencakup pula pemeriksaan pada tingkat banding dan kasasi maka surat 
kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan pada 
tingkat kasasi tanpa diperlukan surat kuasa khusus yang baru. Akan 
tetapi bilamana surat kuasa khusus tersebut hanya mencakup 
pemeriksaan pada tingkat pertama, harus dibuatkan kembali surat kuasa 
khusus untuk pemeriksaan pada tingkat kasasi. Hal ini terlihat dalam 
salah satu putusan MA bernomor 51 K/Pdt/1991 : 
“yang mengajukan kasasi ialah Ansori berdasar surat kuasa tanggal 8 
Maret 1990. Akan tetapi surat kuasa tersebut hanya dipergunakan dalam 
pemeriksaan tingkat pertama sedang menurut Pasal 44 ayat (1) UU No. 
14 Tahun 1985 untuk mengajukan kasasi dalam perkara perdata oleh 
seorang kuasa HARUS SECARA KHUSUS dikuasakan untuk melakukan 
pekerjaan itu”. Dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 
yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 
UU No. 14 Tahun 1985, Pasal 44 ayat (1) dinyatakan bahwa : 
(1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 43 dapat diajukan 

oleh: 
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a. pihak yang berperkara atau wakilnya yang secara khusus 
dikuasakan untuk itu dalam perkara perdata atau perkara tata 
usaha Negara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat 
Banding atau Tingkat Terakhir di Lingkungan Peradilan Umum, 
Lingkungan Peradilan Agama, dan Lingkungan Peradilan Tata 
Usaha Negara; 

b. terdakwa atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu 
atau Penuntut Umum atau Oditur dalam perkara pidana yang 
diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat 
Terakhir Lingkungan Peradilan Umum dan Lingkungan Peradilan 
Militer. 

 
Surat kuasa khusus ini pada pokoknya harus memenuhi syarat formil 
sebagai berikut: 
1) Menyebutkan identitas para pihak yakni Pihak Pemberi Kuasa dan Pihak 

Penerima Kuasa yang harus disebutkan dengan jelas; 
2) Menyebutkan obyek masalah yang harus ditangani oleh penerima kuasa 

yang disebutkan secara jelas dan benar. Tidak disebutkannya atau 
terdapatnya kekeliruan penyebutan obyek gugatan menyebabkan surat 
kuasa khusus tersebut menjadi tidak sah. Hal ini terlihat dalam salah satu 
putusan MA bernomor 288 K/Pdt/1986: 
“surat kuasa khusus yang tidak menyebut atau keliru menyebut objek 
gugatan menyebabkan surat kuasa Tidak Sah” dan; 

3) Menyebutkan kompetensi absolut dan kompetensi relatif dimana surat 
kuasa khusus tersebut akan digunakan.  

 
Tidak terpenuhinya syarat formil surat kuasa khusus tersebut, khususnya 
dalam perkara perdata, dapat menyebabkan perkara tidak dapat diterima. 
Sehingga walaupun tidak ada bentuk tertentu surat kuasa yang dianggap 
terbaik dan sempurna, namun surat kuasa pada pokoknya terdiri dari : 
a.  identitas pemberi kuasa; 
b.  identitas penerima kuasa; 
c. hal yang dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh 

mempunyai arti ganda; 
d.  waktu pemberian kuasa; 
e.  tanda tangan pemberi dan penerima kuasa. 
Dan untuk penggunaan surat kuasa dalam praktek hukum pidana, perlu juga 
dicantumkan tempat dan tanggal dibuatnya surat kuasa guna menghindari 
kerancuan waktu sejak kapan penasihat hukum dapat melakukan pembelaan 
atau pendampingannya. 
 
Pemberian kuasa ini secara tertulis juga dapat dilihat dalam tata 
pemerintahan, berupa pemberian kuasa seorang atasan kepada seorang 
bawahan, atau pelimpahan wewenang dari seseorang atau Pejabat tertentu 



Sie Infokum – Ditama Binbangkum 7 

kepada seseorang atau Pejabat lain. Selain penggunaan surat kuasa sebagai 
naskah administrasi, surat kuasa terdapat juga dalam kegiatan pemberian 
bantuan hukum perdata dan administrasi Negara. Bantuan hukum ini 
merupakan hak dalam menghadapi konflik dan permasalahan hukum kepada 
sepanjang permasalahan hukum tersebut timbul sebagai akibat pelaksanaan 
tugas kedinasan.  

 
Berbeda dengan format surat kuasa sebagai salah satu surat dinas, 
keberadaan surat kuasa dalam tata cara dan proses bantuan hukum 
dilakukan sesuai dengan format surat kuasa khusus yang umumnya 
digunakan di pengadilan. 
 
Contoh surat kuasa khusus sebagai berikut : 
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Pemberian kuasa ini berakhir dengan (Pasal 1813 – 1819 KUH Perdata): 

- penarikan kembali kuasa penerima kuasa; 

- pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa dengan 

catatan bahwa pemberitahuan penghentian ini bukan karena si 

penerima kuasa tidak mengindahkan waktu pemberian kuasa maupun 

karena hal lain akibat kesalahan pemegang kuasa yang membawa 

kerugian kepada pemberi kuasa; 

- meninggalnya baik pemberi maupun penerima kuasa, dan 

meninggalnya si pemberi kuasa ini harus diberitahukan oleh ahli waris 

kepada penerima kuasa; 

- adanya pengampuan atau pailit pemberi maupun penerima kuasa; 
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- pengangkatan seorang penerima kuasa baru; 

- dan kawinnya perempuan yang memberikan maupun menerima kuasa. 

 
Dalam hal berakhirnya kuasa, hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa 
penerima kuasa tidak hanya mempunyai kekuasaan mewakili tetapi juga 
memiliki hak mewakili, sehingga hak ini sifatnya dapat dicabut sewaktu-
waktu.  
 
Akan tetapi saat ini, telah banyak beredar surat kuasa mutlak, yang 
‘melanggengkan’ surat kuasa walaupun si pemberi kuasa telah meninggal. 
Pemberian kuasa mutlak ini hadir dilatarbelakangi banyaknya pemberian 
kuasa yang dilakukan dalam rangka suatu perjanjian sehingga tanpa 
adanya kuasa tersebut kepentingan penerima kuasa akan sangat 
dirugikan.  
 
Namun Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 tentang Larangan 
Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak atas Tanah yang 
sekarang telah dimuat dalam Pasal 39 huruf d PP No. 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah, melarang adanya kuasa mutlak, karena 
kuasa mutlak pada hakikatnya merupakan pemindahan hak atas tanah. 
Akan tetapi, apakah kuasa mutlak tersebut diperbolehkan ? Karena 
pemberian kuasa memiliki unsur sebagai suatu perjanjian, maka 
pemberian kuasa seperti halnya perjanjian menganut sistem terbuka atau 
asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 BW), berarti pemberi maupun 
penerima kuasa berhak memperjanjikan apa saja asal tidak bertentangan 
dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.  
 
Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 1814 BW menyatakan bahwa : 
Si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu 
dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa 
untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya, yang berarti kuasa 
tetap dapat ditarik apabila ada alasan misalnya bertentangan dengan 
undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Namun jika tidak, 
maka kuasa mutlak tetap diakui keberadaannya. 
 
Jadi pemberian kuasa mutlak ini dibenarkan dengan syarat : 
• pemberian kuasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu 

perjanjian yang mempunyai alas hukum yang sah; dan 
• kuasa diberikan untuk kepentingan penerima kuasa. 
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